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Sekolah Negeril
_—g
Penarikan Sumbangan Dianggap Tak Etis
YOGYAKARTA - Semuasekolah negeri  diGedung Dewan, kemarin.
di Yogyakarta mulai dari jenjang sekolah w,fnfasm:‘,fon,ﬁ:ﬁ
dasar (SD), SMP, SMA, hingga SMK kanatastindaklanjutlarangan
F : h Ly dl v tersebut, nanti dibuat aturan
mulal tahun inidi darang meminta sebagai dasarhukumnya,Kare-
sumbangan pendidikan, khususnya naitu, Disdik diminta segera
: 2 ; melakukan rapat internal dan
untuk kepentingan investasi. kajianter ermasal
agar segeradapat menentukan
Penarikan sumbangan dinilai Anggaran itu dibagi untuk  rumusan aturannya.
tidak etis karena fasilitas seko-  dua kategord, vaitu pengadaan “Aturan nantinya diharap-
lah tersebut menjadi aset pe-  aset atau fasilitad sekolah  kan bukan hanya sebatas surat
merintah. Larangan juga dika-  Rp2 1 miliardanpemeliharaan  edaran(SE)atauinstruksi,tapi
renakanPemkotYogyakartasu- ~ bangunan Rp2,04 miliar. Masa-  berupaperaturanwalikotadan
dah mengalokasikan anggaran  lah di atas mengemukasaatra-  atau peraturan daerah (per-
Rp4,14 miliar dalam APBD Pe-  pat kerja (raker)antara Komisi da),” ujar Sujanarko seusai ra-
rubahan 2012 guna membantu D DPRD Yogyakarta dan Dinas  kerkemarin.
biaya operasional sekolah. Pendidikan (Disdik) setempat Sujanarko menegaskan l:;
r’angan diberlakukan bagi se-  biaya operasional sekolah juga  kolah.Ttul kebutuhantiap
mua sekolah negei di Yogya-  sudah dianggarkan yakniRp82  sekolah berbeda.beda, Sehing-
karta. Kalau ada sekolah yang miliar Berdasarkanpenghitung:  ga hasil rapat dan kajian akan
sudahterlanjurmemintaharus  an,anggaran itu belum mencu-  men jadi dasar untuk membuat
menghentikannya. kupi karena biaya operasional  aturan, apakah larangan itu un-
Adapun uang sumbangan  sekolah Rp34 miliar. tuk semua sekolah negeriatau
yang terkumpul bisa disimpan “Selain baru memenuhi  adapengecualian.
dan nantinya dapat digunakan ~ 25% kebutuhan, anggaran ope- “Misalnya untuk SMK, ten-
sebagai dana sharing terhadap  rasionalini jugalebih kecil di-  tu membutuhkan anggaran
anggaran pemerintah, “Guna  bandingkan secara nal  yang tidak sedikit seperti un-
meminimalisasi penyimpang-  yakni Rp59 miliar ucap Suja-  tuk peralatan perbengkelan
an perlu ada pengawasandari  narko. maupun laboratorium dan per-
semua pihak.” tandasnya. Kepala Bidang Pendidikan  lengkapan teknologi informasi
Guna mendukung dan ben- DasarDisdikYogyakartaSugeng  lainnya. Karena itu, untuk la-
tuk implementasi wajib belajar M Subono menerangkan, sebe- rangan ini tidak bisa dilakukan
(wajar)12tahun,tahun deg lumadaatur terlebih  seketika, namun secara berta-
lain ada blue print yangakan di-  dulu melakukan rapatinternal  hap dan sesuai skala prioritas”
buat Badan Perencanaan Pem-  dan kajian, terutama mengenai  pungkasnya.
1b Daerah {Bappeda), keberadaan sertakebutuhan se- @ priyo setyawan
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